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ABSTRAK 

Girik merupakan surat penguasaan atas lahan milik adat, tidak merupakan 

hak milik tetapi hanya sebagai penguasaan atas lahan. Tentunya girik ini tidak 

berupa sertifikat atau tidak berupa akta autentik, tetapi hanya berupa surat di 

bawah tangan yang tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pihak bank harus menerapkan prinsip 

kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada nasabah apabila jaminan yang 

diserahkan tersebut hanya berupa surat keterangan menguasai tanah adat, tetunya 

hal ini nantinya akan menjadi masalah ketika dilakukan eksekusi apabila terjadi 

kredit macet atau tidak dapat dibayar oleh nasabah. 

Peraturan BI No.13/26/PBI/2011 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, 

menyatakan bahwa, perluasan jenis dan pengikatan agunan untuk mendorong 

penyaluran kredit kepada UMKM antara lain adalah tanah dan/atau bangunan 

dengan bukti kepemilikan berupa surat girik atau yang dipersamakan dengan itu 

termasuk akta jual beli. 

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah bagaimana kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit ditinjau 

berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan, dan bagaimana hubungan antara 

jaminan dengan prinsip kehati-hatian perbankan. 

Adapun jenis penelitian ini adalah tergolong kepada metode kajian hukum 

normatif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan 

kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit ditinjau berdasarkan prinsip kehati-

hatian perbankan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum 

positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk 

menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar 

dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. 

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu penelitian 

kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa kekuatan hukum Girik 

sebagai jaminan kredit tidak sama dengan setifikat hak milik, karena girik berupa 

surat penguasaan tanah yang diberikan oleh pemangku adat kepada seseorang, 

dengan demikian maka girik tidak dapat dialihkan langsung kepada pihak lain 

sebagaimana halnya hak milik. Sehingga girik yang dijadikan jaminan kredit tidak 

mempunyai kekuatan yang sama dengan sertifikat atau akta yang dikeluarkan oleh 

pihak yang berwenang. Oleh karena itu pihak bank yang menerima girik sebagai 

jaminan harus benar-benar dengan pertimbangan yang tepat dengan menerapkan 

prinsip kehati-hatian. 

Hubungan antara jaminan dengan prinsip kehati-hatian perbankan adalah 

sangar erat, karena salah satu syarat dikabulkannya permohonan kredit yang 

diajukan nasabah adalah atas dasar jaminan yang layak dan dapat 

dipertanggungjawabkan oleh nasabah yang bersangkutan. Jaminan merupakan 

barang yang dapat dijadikan untuk pelunasan hutang nasabah, apabila kredit yang 

diajukan tersebut bermasalah, atau mengalami kemacetan dalam pembayaran 

angsuran atau nasabah tidak dapat lagi melunasi hutangnya. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Interaksi atau hubungan yang dilakukan oleh setiap orang dengan orang 

yang lain bentuknya bermacam-macam, ada yang berbentuk lisan dan ada yang 

berbentuk tulisan dalam bentuk perjanjian. Oleh karena itu hubungan yang 

dilakukan tersebut tidak terlepas dari usaha seseorang untuk melakukan inovasi 

atau perkembangan dalam kehidupan, salah sartunya adalah pengembangan usaha 

atau bisnis. 

Dunia bisnis saat ini semakin  berkembang sejalan dengan perkembangan 

yang terjadi dalam masyarakat, berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh seorang 

dalam rangka untuk mengembangkan bisnisnya. Setiap pebisnis melihat prospek 

kemajuan di masa depan, dengan harapan bahwa bisnis yang dilakukan dapat 

berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan yang hendak dicapai. 

Bisnis tertuju pada usaha komersial dan interaksi antara para pelakunya, 

yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro, kegiatan bisnis 

meliputi produksi, distribusi, dan penjualan barang-barang dan jasa untuk 

memperoleh laba
1
.  

 Salah satu bentuk untuk pengembangan diri dan untuk menambah 

penghasilan adalah dengan cara mendapatkan modal melalui perbankan. Bank 

                                                 
1
Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis,(Bandung; PT 

.Citra Aditya Bakti, 2002), h. 2 
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merupakan lembaga atau wadah tempat penyaluran dana dari dan oleh masyarakat 

secara umum. 

Untuk memperluas bisnis perlu bantuan dari pihak perbankan yang 

memberikan pinjaman berupa kredit. Perbankan merupakan salah satu sumber 

dana diantaranya dalam bentuk  perkreditan bagi masyarakat, perorangan, atau 

badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk 

meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif 

misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. Kepentingan 

yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah sehingga masyarakat 

dapat memanfaatkan pendanaan dari bank Sedangkan kebutuhan yang 

bersifat produktif misalnya meningkatkan atau memperluas kegiatan bisnisnya, 

dagangannya, contohnya membeli mesin-mesin pabrik, membangun pabrik. 

 

Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan 

konsumtif dan produktif sangat memerlukan pendanaan dari salah satunya 

dalam bentuk kredit mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan 

biasanya tidak mampu mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya. 

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary 

institution) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. 

Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui 

peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang- 

undangan lain yang terkait. 
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Semua pebisnis sudah pasti membutuhkan bantuan modal dari bank, 

sebagai lembaga yang menyalurkan kredit kepada masyarakat. Hal ini dijelaskan 

dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan yang berbunyi: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan manyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak”.
2
 

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa perbankan merupakan 

lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu 

perbankan juga merupakan lembaga keuangan yang berorientasi bisnis. Sebagai 

lembaga keuangan, kegiatan perbankan yang pokok adalah membeli uang dengan 

cara menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menjualnya kembali kepada 

masyarakat dengan cara pinjaman atau kredit.
3
 

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan juga dijelaskan, bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak”.
4
 

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa perbankan bertujuan untuk 

membantu masyarakat dalam memperoleh modal untuk perkembangan usaha, 

dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat atau nasabah 

                                                 
2
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 

3
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.32  

4
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.  
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yang akan mendapatkan pinjaman dari bank. Oleh karena itu antara kedua belah 

pihak, yakni masyarakat selaku nasabah dan pihak bank harus sama-sama 

memenuhi ketentuan dalam suatu perikatan atau perjanjian, agar dikemudian hari 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya.
5
 Sedangkan Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
6
  

Berdasarkan perkembangan Undang-undang Perbankan salah satu 

kegiatan usaha bank adalah berupa transaksi dalam bidang perkreditan. Transaksi 

perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah yang mana 

kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan di bidang 

perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi 

para nasabah, bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit 

usaha kecil dan jenis-jenis kredit lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. 

Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu credere yang artinya percaya. 

Dalam hal ini bank selaku kreditur yakin untuk meminjamkan sejumlah uang 

kepada nasabah (debitur) karena kreditur percaya bahwa debitur mampu untuk 

membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.
7
  

                                                 
5
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 

6
Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.  

7
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 57 
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Kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang 

didasari dengan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain 

yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka 

waktu tertentu dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan, 

atau pembagian hasil keuntungan.
8
 

Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus melakukan beberapa 

tahapan, yaitu mulai dari tahapan pengajuan aplikasi kredit sampai dengan 

tahapan penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses yang 

berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank.  

Salah satu tahapan atau syarat yang harus dipersiapkan oleh nasabah 

adalah bahwa nasabah harus menyerahkan jaminan sebagai pertanggungjawaban 

dari pinjaman modal yang diperoleh dari bank. Jaminan merupakan syarat penting 

yang haus dipersiapkan  oleh nasabah untuk mendapatkan pinjaman dari bank, 

baik berupa surat, sertifikat dan sebagainya, maupun dalam bentuk barang atau 

harta benda. 

Pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang mengandung resiko yang 

nantinya dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan bank. Kegiatan 

bank banyak menyangkut dana-dana dari masyarakat, karena itulah pengelolaan 

perbankan harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan 

usahanya.
9
 

Prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) merupakan prinsip yang 

menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan 

                                                 
8
Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.    

9
Iswi Hariyani dan Serfianto D.P, Bebas Jeratan Utang Piutang, (Yogyakarta : Pustaka 

Yustisia, 2010), h 98.  
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usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal nasabah 

dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepada 

bank. Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam melakukan 

kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada 

masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati, cermat, teliti dan 

bijaksana atau tidak ceroboh agar dapat meminimalisir kemungkinan resiko yang 

akan terjadi. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan 

dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang 

diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk 

memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus 

melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, 

dana prospek usaha dari nasabah.
10

  

Salah satu bentuk jaminan yang diserahkan oleh nasabah adalah Girik. 

Girik merupakan surat penguasaan atas lahan milik adat, tidak merupakan hak 

milik tetapi hanya sebagai penguasaan atas lahan. Tentunya girik ini tidak berupa 

sertifikat atau tidak berupa akta autentik, tetapi hanya berupa surat di bawah 

tangan yang tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Girik diperbolehkan sebagai jaminan kredit, sebagaimana dijelaskan dalam 

Peraturan BI No.13/26/PBI/2011 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan 

bahwa, perluasan jenis dan pengikatan agunan untuk mendorong penyaluran 

                                                 
10

Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan edisi revisi, (Bandung : Mandar  Maju, 2008), h. 

196. 
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kredit kepada UMKM antara lain adalah tanah dan/atau bangunan dengan bukti 

kepemilikan berupa surat girik atau yang dipersamakan dengan itu termasuk akta 

jual beli. 

 Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa girik sebagaimana 

jaminan diberlakukan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang mengajukan 

pinjaman dengan nominal dibawah lima puluh juta rupiah. Hal ini bertujuan untuk 

membantu masyarakat dalam  menambah modal usaha atau untuk memperluas 

lahan pertanian, dan sebagainya. 

Girik belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu pihak 

bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada 

nasabah apabila jaminan yang diserahkan tersebut hanya berupa surat keterangan 

menguasai tanah adat, tetunya hal ini nantinya akan menjadi masalah ketika 

dilakukan eksekusi apabila kredit atau pinjaman yang telah diberikan kepada 

nasabah tersebut macet atau tidak dapat dibayar oleh nasabah. 

Berkenaan dengan hal tersebut bahwa, Girik sebagai jaminan pinjaman 

kredit pada bank memang sah saja menurut hukum, tetapi tidak mempunyai 

kekuatan eksekusi karena Gerik adalah akta dibawah tangan dan pihak lain masih 

dapat mengajukan keberatan terhadap hal tersebut, tidak sama dengan sertifikat 

yang mempunyai kekuatan eksekusi karena dibuat di depan badan yang 

berwenang. 

Di sinilah pihak bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada 

masyarakat atau nasabah, di satu sisi bank harus menyalurkan dana kepada 

masyarakat, agar terjadi perputaran dana yang ada pada bank tersebut, di sisi lain 
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bank juga harus memperhatikan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dana 

tersebut. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan oleh pihak bank, maka bank tidak 

dapat melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan, yakni melaksanakan prinsip kehati-hatian. 

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian terhadap 

hal ini dalam bentuk skripsi, dengan judul: “KEKUATAN HUKUM GIRIK 

SEBAGAI JAMINAN KREDIT DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP 

KEHATI-HATIAN PERBANKAN”. 

B. Batasan Masalah 

Untuk memberikan arah dan penjelasan dalam tulisan ini agar tidak 

menyimpang dari pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang 

dibahas yakni, mengenai girik yang dijadikan jaminan kredit di bank, kemudian 

kekuatan jaminan girik dalam perjanjian kredit bank, serta penerapan prinsip 

kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada nasabah. 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit ditinjau 

berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan? 

2. Bagaimana hubungan antara jaminan dengan prinsip kehati-hatian 

perbankan? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang kekuatan hukum 

Girik sebagai jaminan kredit ditinjau berdasarkan prinsip kehati-hatian 

perbankan. 

b. Untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang hubungan antara 

jaminan dengan prinsip kehati-hatian perbankan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Bisnis. 

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater dan bagi 

peneliti berikutnya dalam kajian yang sama. 

c. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran 

kepada pihak bank dan nasabah, yang berhubungan dengan kredit agar 

dapat menjalankan dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

d. Memberikan masukan kepada pihak bank dan masyarakat, agar 

mempunyai kesadaran dan iktikad baik dalam melaksanakan suatu 

perjanjian atau kesepakatan. 
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E. Metode Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian, maka penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah tergolong kepada metode kajian 

hukum normatif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit ditinjau berdasarkan 

prinsip kehati-hatian perbankan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan 

kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi 

dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret 

mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.
11

 

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu 

penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

2.  Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah jaminan Girik yang diserahkan oleh 

nasabah kepada bank, dalam bentuk akta di bawah tangan, yang tidak 

mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi, 

karena masih dapat dibantah oleh pihak lain yang juga mempunyai hak 

terhadap Girik tersebut. 
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3. Data dan Sumber Data 

Sebagai penelitian normatif, maka sumber datanya bersumber dari 

data skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau pendapat ahli, 

buku yang berasal dari hasil penelitian dan sebagainya. 

Adapun bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat 

seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan 

perundang-undangan. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang 

dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang mejelaskan bahan hukum 

primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku 

yang membahas mengenai jaminan kredit, artikel-artikel dan bentuk 

tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. 

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi 

kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang 

berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.
12

 

4. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian 

terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis 
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terhadap jaminan yang berupa Girik dalam mendapatkan kredit pada bank 

yang dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. 

5. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan  

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu 

dengan cara menggambarkan dan mendeskripsikan teori, pendapat para ahli 

dan peraturan perundang-undangan mengenai Girik yang dijadikan jaminan 

dalam perjanjian kredit bank, yang dihubungkan dengan kekuatan hukum 

dari Girik, serta prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada 

nasabah oleh bank. Setelah melakukan pengolahan data tersebut, penulis 

menarik kesimpulan dengan cara deduktif,
13

 yaitu menyimpulkan dari hal-

hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

keguaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN UMUM 

Berisi perjanjian, macam-macam perjanjian, unsur-unsur perjanjian, 

dan syarat-syarat perjanjian.  
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BAB III  TINJAUAN TEORITIS 

Berisi pengertian gerik, pengertian bank, pengertian kredit, pengertian 

jaminan, dan prinsip kehati-hatian. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit ditinjau 

berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan, dan hubungan antara 

jaminan dengan prinsip kehati-hatian perbankan 

BAB V  PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan dan saran, terhadap pembahasan dan hasil 

penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Pengertian Perjanjian 

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih. Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian atau 

kontrak yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kontrak harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang 

melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela 

dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan 

isi perjanjian yang disepakati. 

2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi 

dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku 

di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang 

ada dalam masyarakat. 

3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang 

telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak 

masyarakat. 
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4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang 

dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada 

dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.
14

 

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa kontrak yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus 

mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat 

tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Salah satu pihak yang 

tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan 

wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa: 

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan. 

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi 

perjanjian. 

3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian. 

4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.
15

 

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang 

melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan 

perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di 

pengadilan.
16

 

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan 

dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan 

bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak 
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yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, 

ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara 

dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang 

melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.
17

 

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi 

bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan 

hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau 

kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.
18

 

Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 

untuk menimbulkan akibat hukum.
19

 

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa kontrak atau perjanjian 

merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat untuk 

melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum. 

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih.
20
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Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan 

perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan 

sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya. 

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 

dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan 

dengan iktikad baik.
21

 

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan 

hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam 

suatu kontrak. 

b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari 

berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak 

para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat 

kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak 

tersebut. 
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c. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak 

dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara 

penuh sesuai isi kontrak tersebut. 

d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah 

sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan 

tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis 

kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis. 

e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak 

telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan 

kewajiban 

 semata-mata.
22

  

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari 

terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara 

tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya 

hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas 

tersebut di atas mucul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. 

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya 

kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal 

lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak 

merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini 
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dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah 

adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak 

para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk 

melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, 

namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan 

kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah 

kawin sebelum cukup 21 tahun. 

c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan 

ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang 

maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu 

ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian 

atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. 

d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak 

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
23

 

 

B. Macam-Macam Perjanjian 

Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak). 
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 Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut: 

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang 

bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam 

perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. 

Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka 

para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban 

mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa 

keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat 

dibenarkan. 

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 

Fungsi kesaksian notaries atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk 

melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian 

tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah 

satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang 

menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya. 

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaries dalam bentuk akta 

notaries. Akta notaries adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka 

pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu 

adalah notaries, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan 

alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun 

pihak ketiga.
24
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Dari ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa 

perjanjian yang dibuat notaries artau di muka notaries merupakan perjanjian yang 

mempunyai kekuatan hokum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hokum 

atau yuridis. 

Ada tiga fungsi dari akta notaris (akta autentik), yaitu: 

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 

perjanjian tertentu. 

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak. 

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali 

jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan 

bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.
25

 

Sehubungan dengan fungsi akta notaries tersebut di atas, adalah untuk alat 

bukti ketika suatu perjanjian atau kontrak mengalami sesuatu masalah, sehingga 

 yang menjadi alat bukti yang autentik adalah akta notaries tersebut. 

Macam-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnya perjanjian itu 

sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada bermacam-macam 

perjanjian sebagaimana tergambar di bawah ini. 

1. Perjanjian untuk Memberikan Sesuatu 

Mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-undang 

tidak menggambarkan secara sempurna. Pasal 1235 KUH perdata, 

menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan sesuatu 
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adalah termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan 

yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah 

yang baik, sampai pada saat penyerahan. 

2. Perjanjian untuk Berbuat Sesuatu 

Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah 

ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi di sini adalah 

melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan 

membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau 

patung dan sebagaianya. Pasal 1236 KUH Perdata menyebutkan: “Tiap-

tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si 

berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya 

dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. 

3. Perjanjian untuk Tidak Berbuat Sesuatu 

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti 

yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak 

melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang 

diperjanjikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1242 KUH Perdata 

“Jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak 

yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perjanjian, karena 

pelanggaran itu dank arena itupun saja, berwajiblah ia akan menggantian 

biaya, rugi dan bunga. 
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Kewajiban penggantian biaya, rugi dan bunga bagi debitur dalam suatu 

perikatan baru dilakukan apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan 

apa yang diperjanjikan atau ingkar janji pada tenggang waktu yang ditentukan. 

 

C.  Syarat-Syarat Perjanjian 

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya 

kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal 

lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan 

unsure mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi 

dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran 

dan penerimaan atas penawaran tersebut. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para 

pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan 

kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya 

seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut 

belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. 

c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan 

ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang 

maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini 

dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau 

tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. 
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d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
26

 

Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa 

segala sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak harus lah sesuatu yang 

jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman atau 

patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang berjanji. Oleh 

karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. 

Demkian juga halnya dengan akibat hukum perjanjian yang berisi causa 

yang tidak halal ialah batal, dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut 

pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah 

ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa 

(sebab), ia dianggap tidak pernah ada. 

 

D. Unsur-Unsur Perjanjian 

  Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan 

menjadi: 

a. Unsur essensialia; 

b. Unsur naturalia; 

c. Unsur accidentalia. 

  Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam 

setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai contoh, 
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dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab 

tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan. 

  Adapun unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur dalam 

undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang 

dalam hal ini hanya bersifat mangatur atau menambah. Sebagai contoh, dalam 

suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk 

menanggung biaya penyerahan. 

  Sementara itu, unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang 

ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. 

Sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga. 
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BAB III 

KONSEP TEORITIS 

 

A. Pengertian Girik 

Girik merupakan tanah milik adat yang konversi haknya ke negara belum 

didaftarkan melalui Kantor Pertanahan. Kemudian dijadikan salah satu hak yang 

terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Girik atau Petuk 

hanyalah merupakan surat penguasaan atas lahan, tidak merupakan hak milik 

tetapi hanya sebagai penguasaan atas lahan. 

Girik atau Petuk adalah surat penguasaan atas lahan milik adat, yang 

diserahkan kepada seseorang untuk mengolah atau menguasai lahan tersebut, 

tetapi bukan milik pribadi yang bersangkutan. Artinya Girik atau Petuk tersebut 

hanya berupa surat penguasaan atas sebidang tanah milik adat dan tidak hak milik 

yang bersangkutan. 

Girik atau Petuk merupakan penamaan yang diberikan oleh pemangku 

adat terhadap sebidang tanah milik adat yang diberi kuasa kepada seseorang untuk 

menggarap atau menguasai sebidang tanah tersebut, dan kepada yang 

bersangkutan diberi hak untuk mengambil manfaat dari tanah tersebut. 

Girik atau petuk sebenarnya bukan milik pribadi tetapi milik adat yang 

atas persetujuan pemangku adat diberi kuasa kepada seseorang untuk menguasai 

tanah tersebut dengan perjanjian yang sudah disepakati. Oleh karena itu girik atau 

petuk tersebut tidak bisa dipindahkan tangan kepada orang lain tanpa persetujuan 

dari pemangku adat yang bersangkutan. 
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B. Pengertian Bank 

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan 

usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.
27

 

Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat  dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.
28

 

Adapun dasar hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam bentuk Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI), antara lain : 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 (UUP). 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia (UUBI Tahun 1999). Kemudian diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2004. Selanjutnya di ubah melalui Penetapan Peraturan 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang 
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Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2009. Selanjutnya di sebut UUBI. 

c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2008. 

d. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

(UUPS). 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi 

dan Akuisisi Bank. 

f. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006, tanggal 8 November 

2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. 

g. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/1/PBI/2009, tanggal 27 Januari 

2009 tentang Bank Umum.
29

 

 

C. Perjanjian Kredit 

Perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan 

dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara pihak kreditur 

(bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), yang 

mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu 

tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi 
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pinjaman) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil 

keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung.
30

 

Kredit merupakan dasar setiap perikatan dimana seseorang berhak 

menuntut sesuatu dari orang lain sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan 

sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang 

diserahkan itu.
31

 

Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah
32

: 

1. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan; 

2. Dibuat bersama antara kreditor dan debitur; 

3. Adanya kewajiban debitur dan kreditur. 

Kewajiban debitur adalah: 

1. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya; 

2. Membayar bunga; dan 

3. Biaya-biaya lainnya. 

Kewajiban kreditur adalah: 

1. Menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang diperjanjikan; 

2. Menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban debitur; 

3. Memberitahukan kepada debitur tentang tanggal jatuh tempo pembayaran 

angsuran. 

Para ahli juga memberikan pengertian perjanjian kredit. Sutarno 

mengartikan perjanjian kredit adalah
33

: "perjanjian pokok atau perjanjian induk 
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yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditor dan debitur, kreditur 

berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar yang disetujui dan debitur 

berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan 

dalam perjanjian kredit". 

Definisi ini terlalu singkat karena hanya difokuskan pada hak dan 

kewajiban antara kreditor dan debitur, padahal dalam perjanjian kredit itu sendiri 

yang paling prinsip adalah kesepakatan para pihak. Pengertian lain dari perjanjian 

kredit adalah: "perjanjian bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitur 

mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang 

mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utang-nya setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan". 

Adapun ciri perjanjian kredit, adalah sebagai berikut: 

1. Bersifat konsensual 

Sifat konsensual suatu perjanjian kredit merupakan ciri pertama 

yang membedakan dari perjanjian pinjam meminjam uang yang bersifat 

riil. Perjanjian kredit adalah perjanjian loan of money menurut hukum 

inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, akan tetapi bukan 

perjanjian peminjaman uang menurut hukum indonesia yang bersifat 

riil. Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat 

tanguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan yang 

konsensual sifatnya. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank 

dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak mengunakan atau 
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melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya setelah ditandatanganinya 

kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi 

bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjiakan. Hak 

nasabah debitur untuk dapat menarik dan kewajiban bank untuk 

menyediakan kredit, masih bergantung pada terpenuhinya semua syarat 

yang ditentukan didalam perjanjian kredit. 

2. Pengunaan kredit tidak dapat digunakan secara leluasa 

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak 

dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu 

oleh nasabah debitur, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang atau 

debitur pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit, 

kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam 

perjanjian dan pemakain yang menyimpang dari tujuan itu 

menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit 

secara sepihak dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh baki 

debet atau outstanding kredit. Hal ini berarti nasabah debitur bukan 

merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan 

perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu 

adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjian kredit 

bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam – 

meminjam atau pinjam menganti. Oleh karena itu, terhadap perjanjian 

kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab XIII Buku Ketiga 

Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 
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3. Syarat cara pengunaannya 

Hal yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian 

peminjaman uang adalah mengenai syarat cara pengunaanya. Kredit 

bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan 

mengunakan cek atau perintah pemindah bukuan. Cara lain hampir 

dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada 

peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya 

oleh kreditur ke dalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan cara 

debitur akan mengunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit 

bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan 

mutlak nasabah debitur, kredit slalu diberikan dalam bentuk rekening 

koran yang penarikan dan pengunaannya berada dalam pengawasan 

bank. 

Perjanjian kredit juga dapat dikatakan, perjanjian bank sebagai kreditur 

dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan. 

Definisi lain dari perjanjian kredit adalah:
34

 "Perjanjian yang dibuat antara 

kreditor dan debitur, di mana kreditor berkewajiban untuk memberikan uang atau 

kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan 
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bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepa-

kati antara keduanya." 

Unsur-unsur perjanjian kredit: 

1. adanya subjek hukum; 

2. adanya objek hukum; 

3. adanya prestasi; 

4. adanya jangka waktu. 

Subjek dalam perjanjian kredit adalah kreditor dan debitur. Sedangkan 

objek dalam perjanjian kredit adalah kredit. Kredit itu sendiri adalah: "penyediaan 

uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga
35

. 

Dalam prakteknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan 

rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis 

kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain: 

1. Dilihat dari segi kegunaan, kredit dapat dibagi dua, yaitu: 

a. Kredit Investasi 

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk 

keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk 

keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun 
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pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode 

yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar. 

a. Kredit Modal Kerja 

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan 

produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja 

diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-

biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. 

2. Dilihat dari segi tujuan dari kredit, dapat dibagi tiga bagian yaitu: 

a. Kredit Produktif 

Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi 

atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. 

Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan 

menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk 

pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit 

industri akan menghasilkan barang industri. 

b. Kredit Konsumtif 

Yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam 

kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena 

memang digunakan untuk dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai 

contoh kredit perumahan, kredit modal pribadi, kredit perabotan rumah 

tangga, dan kredit konsumtif lainnya. 
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c. Kredit Perdagangan 

Yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk 

membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan 

yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan 

tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen 

perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit 

ini misalnya kredit ekspor dan impor.
36

 

3. Dilihat dari segi jangka waktu, kredit dapat dibagi tiga yaitu: 

a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 

satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk 

keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit 

peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau 

palawija. 

b. Kredit jangka menengah, yaitu jangka waktu kreditnya berkisar antara satu 

tahun sampai dengan tiga tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk 

melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, 

atau peternakan kambing. 

c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling 

panjang. Kredit jangka panjang, waktu pengembaliannya di atas tiga tahun 

atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti 

perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan untuk kredit 

konsumtif seperti kredit perumahan. 
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4. Kemudian dilihat dari segi jaminan, maka kredit dapat dibagi dua yaitu: 

a. Kredit Dengan Jaminan 

Yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut 

dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. 

Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai 

jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit 

yang diajukan si calon debitur. 

b. Kredit Tanpa Jaminan 

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta 

loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank 

atau pihak lain.
37

 

 

D. Jaminan Kredit 

Pihak kreditur (pemberi pinjaman) cenderung untuk meminta jaminan 

hutang yang khusus dari pihak debitur (penerima pinjaman), agar pembayaran 

hutangnya menjadi aman. Jaminan khusus yang bersifat kebendaan tersebut 

misalnya berupa hipotik, fidusia, hak tanggungan, atau gadai. 

Adapun hak jaminan konvensional terdiri dari hipotik, hak tanggungan, 

gadai benda bergerak, gadai tanah, fidusia, bank garansi, personal garansi dan 

sebagainya. Sedangkan jaminan yang nonkonvensional antara lain adalah  cessie 

untuk menjamin hutang, pengalihan hak tagih asuransi, kuasa menjual yang tidak 

dapat dicabut kembali, jaminan menutupi kekurangan biaya dan sebagainya. 
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Dalam Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Segala kebendaan si 

berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang 

sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan segala 

perikatan pribadi debitur tersebut”.
38

 

Pasal 1131 KUH Perdata tersebut mengandung asas bahwa setiap orang 

bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab yang mana berupa 

penyediaan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, jika 

perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. Asas ini sangat adil, sesuai dengan 

asas kepercayaan di dalam hukum perikatan, dimana setiap orang yang 

memberikan utang kepada seorang (kreditur) percaya bahwa debitur akan 

melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setiap orang wajib 

memenuhi apa yang telah dijanjikannya sebagai wujud dari tanggung jawab moral 

yang sekaligus merupakan tanggung jawab hukum.
39

 

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal dalam Tata 

Hukum Indonesia dikelompokkan menjadi: 

1. Menurut cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang dan 

perjanjian. 

2. Menurut sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan bersifat 

perseorangan. 

3. Menurut kewenangan menguasainya, yaitu jaminan yang menguasai bendanya 

dan tanpa menguasai bendanya. 
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4. Menurut bentuk golongannya, yaitu jaminan yang tergolong jaminan umum 

dan jaminan khusus.40 

Dalam praktek perbankan, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu jaminan immaterial (perorangan) dan jaminan materil (kebendaan). 

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan 

langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur 

tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Jaminan perorangan 

memberikan hak kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk 

memperoleh pemenuhan dari piutangnya. Adapun yang termasuk jaminan 

perorangan adalah penanggung, tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi. 

Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak 

atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat 

dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. 

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak 

untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada si debitur, terhadap hasil penjualan 

benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Selain itu hak 

kebendaan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka 

yang memperoleh hak baik yang berdasarkan atas hak yang umum maupun 

khusus, juga terhadap kreditur dan pihak lawannya. Jaminan kebendaan dapat 

dilakukan pembebanan dengan gadai, hipotik, hak tanggungan dan jaminan 

fidusia.
41
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Dalam prakteknya, jaminan kebendaan seperti yang diungkapkan di atas 

dalam masyarakat masih tetap berkembang dan dipergunakan dalam hal 

melakukan transaksi peminjaman uang baik di lembaga perbankan maupun di 

lembaga pembiayaan yang berkembang dalam masyarakat. 

Adapun hubungan hutang-piutang dengan jaminan benda, maka dengan 

adanya benda jaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk 

pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya. Benda jaminan 

itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Apabila 

benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu 

disebut gadai. Selain gadai adalagi hak yang mirip dengan gadai yaitu retensi. 

Apabila benda jaminan itu berupa benda tidak bergerak, maka hak atas benda 

jaminan itu disebut hipotik.
42

 

Dari penjelasan di atas dapat dilihat, bahwa jaminan terhadap hutang dapat 

dilakukan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Hal ini tergantung dari 

besarnya hutang dan kesepakatan kedua belah pihak. Jaminan yang berupa benda 

bergerak biasanya dikuti dengan surat-surat kepemilikan, dan jaminan terhadap 

benda tidak bergerak hanya dibuktikan melalui surat yang berupa sertifikat dan 

sebagainya. 

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur adalah sebagai 

penguat terhadap kredit yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur, agar 

debitur memang benar-benar dapat menggunakan uang yang diberikan tersebut 

dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan diberikannya kredit tersebut. 
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Di lapangan memang sering terjadi bahwa nasabah dalam menggunakan 

kredit yang diberikan tersebut tidak sesuai dari penggunaan semula, kadang-

kadang bisa saja diarahkan ke tujuan lain, seperti konsumtif dan penggunaan hal-

hal yang lainnya. Oleh karena itu jaminan merupakan bentuk dari 

pertanggungjawaban dari pihak debitur apabila kredit tersebut tidak dapat dibayar 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. 

 

E. Prinsip Kehati-hatian 

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

Perbankan, dikemukakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 

berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari 

ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas 

terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalan 

kegiatan usahanya.
43

  

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu 

berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu 

konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang 

perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.   

Undang-undang Perbankan sebenarnya tidak memberikan penjelasan 

secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati-hatian (prudential banking), 

namun dalam Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 
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mempertegaskan kembali pentingnya prinsip kehati-hatian diterapkan, yang 

menyatakan:  

Pasal 29 ayat (2) mengemukakan bahwa : “Bank wajib memelihara tingkat 

kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas 

manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvalibitas, dan aspek lain yang berhubungan 

dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian”.
44

 

Pasal 29 ayat (3): “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib 

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 

memercayakan dananya kepada bank.”
45

 

Pasal 29 ayat (4): “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan 

informasi mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan 

transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.
46

 

Ketentuan Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) sangat berhubungan erat, karena 

bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah sebagai penyimpan dan 

simpanannya. Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub 

juga pada bagian pasal sebelumnya, yaitu Pasal 8, 10, dan 11 UU Perbankan. 

Pasal 8: “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya 

sesuai dengan yang dijanjikan”. 
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Pasal 10: Bank Umum dilarang : 

a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf b dan huruf c 

b. Melakukan usaha perasuransian 

c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 dan Pasal 7. 

Pasal 11 ayat (1) “Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas 

maksimum pemberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 

pemberian jaminan penempatan investasi surat  berharga, atau hal lain yang 

serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok 

peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok 

yang sama dengan bank yang bersangkutan”. 

Pasal 11 ayat (2): “Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.” 

Pasal 11 ayat (3): Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas 

maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 

pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang 

serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada : 

a. Pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh per seratus) atau lebih 

dari modal disetor bank 

b. Anggota dewan komisaris 
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c. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 

dan huruf c 

d. Pejabat bank lainnya, dan 

e. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari 

pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, dan huruf e. 

Pasal 11 ayat (4): Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. 

Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh Undang-Undang 

Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun 

dalam penjelasannya. UU Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang 

lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4). 

Dalam bagian akhir ayat (2) misalnya disebutkan bahwasanya bank wajib 

melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank 

wajib untuk tetap senatiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, 

kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang 

berhubungan dengan usaha bank. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kekuatan hukum Girik sebagai jaminan kredit tidak sama dengan setifikat hak 

milik, karena girik berupa surat penguasaan tanah yang diberikan oleh 

pemangku adat kepada seseorang, dengan demikian maka girik tidak dapat 

dialihkan langsung kepada pihak lain sebagaimana halnya hak milik. Sehingga 

girik yang dijadikan jaminan kredit tidak mempunyai kekuatan yang sama 

dengan sertifikat atau akta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Oleh 

karena itu pihak bank yang menerima girik sebagai jaminan harus benar-benar 

dengan pertimbangan yang tepat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. 

2. Hubungan antara jaminan dengan prinsip kehati-hatian perbankan adalah 

sangar erat, karena salah satu syarat dikabulkannya permohonan kredit yang 

diajukan nasabah adalah atas dasar jaminan yang layak dan dapat 

dipertanggungjawabkan oleh nasabah yang bersangkutan. Jaminan merupakan 

barang yang dapat dijadikan untuk pelunasan hutang nasabah, apabila kredit 

yang diajukan tersebut bermasalah, atau mengalami kemacetan dalam 

pembayaran angsuran atau nasabah tidak dapat lagi melunasi hutangnya. 
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B. Saran 

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Kepada pihak bank harus benar-benar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian 

dalam menerima dan menetapkan permohonan kredit yang diajukan oleh 

nasabah, terutama yang berhubungan dengan jaminan yang diajukan, kepada 

tim penilai jaminan harus benar-benar selektif dalam menentukan nilai kredit 

yang dapat diberikan kepada nasabah, tentunya harus sesuai dengan jaminan 

yang diserahkan oleh nasabah yang bersangkutan. 

2. Kepada nasabah atau debitur harus mempunyai iktikad baik dalam pengajuan 

kredit kepada bank, nasabah harus memberikan data yang benar dan jelas 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, jangan sampai memberikan data yang 

tidak benar kepada bank, terutama yang berhubungan dengan jaminan yang 

diserahkan, harus benar-benar jelas bahwa jaminan tersebut adalah hak milik 

nasabah yang bersangkutan, jangan sampai ada tuntutan dari pihak lain 

dikemudian hari. 
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